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A. Visi, Misi & Tujuan Universitas Mathla'ul Anwar

VISI Universitas Mathla'ul Anwar seperti yang tercantum dalam statuta adalah, Pada Tahun 2028
Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan I[lmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai

Islam Ditingkat Nasional
MISI Universitas Mathla'ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan
kesejahteraan manusia.

3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.

4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga
mampu ber-uswah hasanah.

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Rasional Standar
Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan pengelolaan proses pembelajaran dapat terlaksana

sesuai dengan standar, visi dan misi UNMA BANTEN serta memastikan pengelolaan pembiayaan

pembelajaran dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
C. Pihak yang terlibat

Perumusan

Wakil Rektor II, Dekan sebagai tim ad hoc yang ditetapkan dengan SK Rektor UNMA bertanggung jawab

merumuskan standar Pembiayaan Pembelajaran.
Penetapan
1. Rektor bertanggung jawab menetapkan dan mengesahkan standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Senat bertanggung jawab memberikan persetujuan standar Pembiayaan Pembelajaran.
Pelaksanaan

Wakil Rektor II, Dekan, Wakil Dekan II, Kaprodi, Dosen,dan Mahasiswa bertanggung jawab

melaksanakan standar Hasil Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
Evaluasi

Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Wakil Dekan II dan Kaprodi bertanggung jawab melaksanakan evaluasi

diri atas pelaksanaan standar.
Pengendalian

Wakil Rektor II, Dekan, Wakil Dekan II dan Kaprodi bertanggung jawab melakukan pengendalian

pelaksanaan melalui tindakan korektif atas hasil evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.

Peningkatan
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Wakil Rektor I, Dekan Wakil Dekan II dan Kaprodi bertanggung jawab menganalisis ketercapaian

standar kompetensi lulusan untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar tersebut.
D. Definisi Istilah

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran
biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan.

2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum

dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

3. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memperoleh ijin dari Menteri Keuangan
sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (jasa atestasi/audit atau

pemeriksaan dan non-atestasi)

4. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber

daya manusia, dan modal kerja tetap.
5. Biaya operasional meliputi:

a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
Bahan atau peralatan habis pakai.
c. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi,
dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan
oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan

berkelanjutan.
E. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor II memastikan pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya investasi dan biaya

operasional sebesar 70% yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Wakil Rektor II memastikan biaya investasi UNMA Banten merupakan bagian dari biaya
pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga

kependidikan pada pendidikan tinggi.

3. Wakil Rektor II menetapkan biaya operasional UNMA Banten merupakan bagian dari biaya
pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional

tidak langsung.

4. Dekan memastikan biaya operasional sebesar kisaran Rp. 5.000.000,- per mahasiswa per tahun

dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
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5. Dekan memastikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik dengan
mempertimbangkan jenis Program Studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi

serta indeks kemahalan wilayah.

6. Dekan memastikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk:
a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan;
b. menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

7. Wakil Rektor II memastikan bahwa UNMA Banten mempunyai sistem pencatatan biaya dan
melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai

pada satuan Program Studi.
8. Wakil Rektor II memastikan bahwa seluruh pejabat struktural wajib:
a. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan

rencana kerja dan anggaran tahunan;
b. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap

akhir tahun anggaran; dan
c. mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan

yang diperoleh dari mahasiswa.
9. Wakil Rektor II dan Dekan sesuai lingkupnya memastikan Komponen pembiayaan lain di luar

biaya pendidikan, dapat berupa:

hibah;

jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

jasa pemanfaatan sarana dan prasarana;*

dana lestari dari alumni dan filantropis;

kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

10. Wakll Rektor II memastikan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana

opo o

lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
11. Wakil Rektor II dan Dekan sesuai lingkupnya memastikan alokasi dana beasiswa sebesar kisaran

Rp. 180.000.000,- bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.*
12. Wakil Rektor II memastikan bahwa Laporan audit dipublikasikan melalui laman resmi UNMA

BANTEN.
F. Strategi Pelaksanaan Standar
1. Pimpinan UNMA Banten menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas dan unit-
unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan

pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan UNMA Banten melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan

melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Wakil Rektor II Bidang Keuangan melalui Biro Administrasi Umum dan Keuangan rutin melakukan

evaluasi setiap bulan.
4. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan

optimalisasi penerimaan.
5. Menerbitkan SK Rektor tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran yang dan Pengelolaannya dalam

RAPB.
6. Melakukan sosialisasi tentang Pembiayaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan yang

terkait.
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7. Memberikan pelatihan kepada Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit menyusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja tahunan.
8. Melakukan sosialisasi RAPB kepada pejabat struktural, dosen dan staf terkait.
9. Menyelenggarakan lokakarya tentang analisis dan evaluasi realisasi RAPB dan penghitungan biaya

operasional serta ketercapaian indikator kinerja.
10. Menyelenggarakan pelatihan untuk staf Bagian Administasi Keuangan.
11. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan/atau kegiatan akademik dan non-akademik untuk

menggalang dana dari alumni.
12. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk

menggalang dana eksternal.

G. Indikator Kecapaian Standar
1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara

efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
3. Universitas menyusun RAPB setiap awal tahun akademik.
4. Universitas melakukan evaluasi atas RAPB setiap setahun sekali.
5. Seluruh Fakultas menyusun laporan keuangan setiap bulan.
6. Universitas menyusun laporan keuangan setiap bulan
7. Setiap semester keuangan universitas diaudit oleh auditor internal
8. Setahun sekali keuangan universitas diaudit oleh auditor eksternal
9. Laporan audit atas laporan keuangan UNMA Banten
10. Laporan audit dipublikasikan di laman resmi UNMA Banten.
11. Semua Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit mempunyai RAPB dan Proja tahunan.
12. 10% mahasiswa memperoleh beasiswa.
13. Minimal 10% dari pelatihan dan/atau seminar akademik dan non akademik diperoleh dari dana

alumni.

H. Dokumen Trakait

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi RAPB dan Proja.
Pedoman Penggalangan Dana Eksternal.

Pedoman Pemberian Beasiswa.

RAPB dan Proja Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit.
SOP Pelaksanaan Audit Eksternal.

SOP Alokasi dan Pemberian Dana Beasiswa.
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